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. UMUM

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan
sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya
rekam.

Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama
perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah
maupun masyarakat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh
Indonesia hampir 90% (sembilan puluh persen) kabupaten/kota telah
membentuk perpustakaan umum. Masyarakat telah mulai mendirikan
kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk
umum dan sebagainya.

Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum
dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan
prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan
perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis
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dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab
itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu
dirumuskan dalam Standar Nasional Perpustakaan.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada
meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society)
menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada
peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas.
Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang
lengkap dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran
masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan
sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai
bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya. Disamping itu,
perlu pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
berupa Dewan Perpustakaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan Standar Nasional Perpustakaan
menggunakan prinsip transparan dan terbuka, konsensus
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dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta
berdimensi pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis
rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang
direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan
bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang
diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang
mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu
mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang
dibuat berdasarkan data dan fakta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi indonesiana” adalah koleksi
yang terdiri dari bahan perpustakaan yang diterbitkan di
Indonesia, dan/atau tentang Indonesia diterbitkan diluar
Indonesia dan/atau yang dihasilkan oleh warga negara
Indonesia.

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi
yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga
bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang
tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Yang dimaksud dengan “koleksi khusus” adalah koleksi yang
dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi
yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang
daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum,
referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan
kurikulum.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *“alat permainan” adalah alat
permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak
serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan
masalah.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem
pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam
menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

5 No. 5531

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi deposit” adalah seluruh
karya cetak dan karya rekam hasil karya budaya bangsa,
baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib
diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau
perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor

kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap
perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan *“aspek konstruksi” adalah faktor
kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan
fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor
kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu
dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan
keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor
keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan
sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor
kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor
penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana
perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil
guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana
perpustakaan.
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